PERATURAN DAERAH XKABUPATEN JEPARA
NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 7

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DERGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,

bahwa dalam rangha pelaksanaan Undang-Undang Noemor 18
Tahun 1987 temang Pajak dan Retrbusi Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 den
panyesuaian terhadap perkembangan perekonomian yang ada.
maka peru meninjal kKembali Peraturan Daerah Kabupaten Jepara
Nomar 7 Tahun 2001 tentang Retribusi lzin Teayek;

bahwa besaran tarf retribusi sebagaimana dmaksud dalam
Peraturan Daersh Kabupaten Jepara Womor 7 Tahun 200 1sudah
tidak sesuai dengan prnsip penetapan tarif retribusi jasa umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan turuf a dan b maka perie
menetapkan Peraturan Daersh Kabupaten Jepargz tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7
Tahur 2001 Tertang Retribusi [zin Trayek;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daetah Kabupaten Datam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah {Lembaran Negara Republik lhdonesia Tahun 1850 Nomor
24, Besita Negara Republk Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Repubik (ndonesia Nomor
3209);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1382 fentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
1692 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3480 )

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daersh (Lembaran Negara Republik hdonesia. Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 3683} sebagamana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 lentang Perubahan Atas Undang-Undang



Nomar 18 Tahun 1897 tentang Pajak Dasrah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Republk Ihdonesia Tahun 2000 Nomor 246
Tambahan Lembaran Negara Republk indonesia Nomor 4043

% Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tertang Keuangan Negara
( Lembaran Negara Republik hdonesia Tatun 2003 Nomaor 44
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomeor 4286 )

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
{ Lembaran Negara Republik hdonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembararn Negara Republik Indonesia Nomor 4388);

7. Undang-Undang Noemor 10 Tahun 2004 ientang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Normor 4389 );

8 Undang-lUndang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Tambahan
Lembaran Negara Republik hdornesia Tamn 2005 Nomor 66
Tambahan Lembaran Negaa Republk Indonesia Nomor 4400);

8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik mdonesia Nomor
4437), sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang
FPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republk indonesia
Tahun 2008 Nomar 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
ndonesia Nomor 4844);

10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 204 tentang Pefimbangan
Keuangan antara Pemerntah Pusat Dan Pemerintah Daerah
( Lembaran Negesra Republk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438

11.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan { Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik hdonesia Momor 4444 )

12 Peraturan Pemerintah Nomoer 27 Tahun 1883 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1383 Nomor 38 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

13.Peraturan Pemarintah namor 41 Tahun 1993 fentang Angkutan
Jatan ( Lembaran Negara Republk mdonesia Tahun 1993 Nomor
58 Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
3527 1,

14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daeraty (Lembaran Negara Republik hdonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran MNegara Republk Indonesia Nomor
4139 1



15.Peraturan Pemenrntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan {(}ambaran Negara Republik Indonesia Tatum 2005
Momor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomar 4575);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara {Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun
2005 Nomar 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

17 Peraturan Pemarintzh Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antaa Pemenntah, Pemenitaban Daerab
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Keta ( Lembaran
Megara Republik hdonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 )

18.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pegundangan, Dan Penyebaruasan Paraturan Perundang-
undangan;

18, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1 Jepara Nomor 6
Tahun 1990 temtang Penyidik Pegawai Negen Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Deaerah Tingkat | Jepara {( Lembaran
Daerah Kabupaten Daerash Tingkat | Jepara Tahun 1980
Moror 7);

20 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun
2001 Nomor 8);

21.Peraiuran Daersh Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008
teftang Pokok-Pokok Pengelolsan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3,

22 Perafuran Daerah Kabupaten Jepara Nomoy 3 Tahun XKB tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Jepaa {Lembaran Daersh Kabupaten Jepara
Tahun 2008 Nomer 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Momor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Menetapkan :

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH  TENTANG  PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 7 TAHUN
2001 TENTANG RETRIBUSE [ZIN TRAYEK



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daecah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2001
tentang Retribusi |zin Trayek {Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun Z001
Nomor 8), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 11
(1) Struktur dan besamya taxif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a Tanf Retribusi Izin Trayek .

1. Untuk mobil penumpang sebesar Rp. 3C0.000.- { Tiga Ratus Ribu Ruprah ) per
kendaraan;

2 Umiuk mobil Bus sebesar Rp. 400.000- ( Empat Ratws Ribu Rupiah } per
kendaraan:

b Tarif Retribusi lzin [nsi dentil: _ ‘

{. Untuk mobit penumpang sebesar Rp. 20.000-{ Dua Puluh Ribu Rupiah } per
kendaraan; _ _ ‘

2. Unfuk mobil Bus sebesar Rp. 30.000.- (Tiga Putuh Ribu Rupish ) per
kendaraan,

() Wajb Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal T Ayat {1} l-!umf a
berkewajiban melakukan daftar ulang setiap tahun 1 (satu) kali, dengan dipungut
biaya sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari besarnya tarif.

Pasal |

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan d Jepara
pada tanggal 2 MU 1@9

UPATI JEP

Diundangkan di Jepara _
pada tanggal b YvEL SEOG

SEXRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

SHOLH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2006 Nomor ....8..



